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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penyajian dan 

aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah Kota Palopo. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data 

primer. Populasi sebanyak 114 orang, teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sampel 69 

responden.  Analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. 2) Aksesibilitas 

Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah. 3) Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. 

Kata kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine whether there is an effect of the presentation and 

accessibility of financial reports on the financial management accountability of the 

Palopo City government. The data used in this study are primary data. The 

population was 114 people, the sampling technique used was simple random 

sampling method with 69 respondents. The results of this study indicate that: 1) 

Presentation of Financial Statements affects the Accountability of Government 

Financial Management. 2) Accessibility of Financial Statements affects the 

Accountability of Government Financial Management. 3) Presentation and 

Accessibility of Financial Statements affect on Government Financial 

Management. 

Keywords : Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial 

Statements, Government Financial Management. 
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia pengelolaan 

keuangan daerah dinilai masih kurang 

(kompas.id, 2019). Pengelolaan 

keuangan daerah yang dinilai masih 

kurang ialah pengelolaan APBD. 

APBD sebagai salah satu sumber 

kuangan suatu daerah yang harus 

dikelola dengan baik, agar daerah 

tersebut dapat berkembang. Dalam 

hal ini pemerintah harus mampu 

mempertanggungjawabkan 

kinerjanya kepada masyarakat dalam 

mengelola APBD. Sehingga 

masyarakat yang tinggal daerah 

tersebut dapat hidup sejahtera. 

Berdasarkan informasi yang 

diperoleh, Menteri Keungan Sri 

Mulyani  mengaku telah melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) 2017, dari hasil 

evaluasinya tersebut masih banyak 

daerah yang memiliki rapor merah 

dalam pengelolaan anggaran 

(sindonews.com, 2017). Ketua 

Dewan Pertimbangan Presiden, Sri 

Adiningsih juga menilai bahwa 

pengelolaan keuangan daerah masih 

buruk, manurut dia pengelolaan 

kuangan daerah selama ini bukannnya 

membaik tapi malah memburuk 

(sindonews.com, 2017). Dari data 

Kementrian Dalam Negeri 

(Kemendagri), molornya APBD 

tercatat ada di 20 kabupaten/kota dan 

2 provinsi. Kasus molornya APBD ini 

sangat disayangkan karena jumlahnya 

cukup banyak dan rutin terjadi tiap 

tahun (sindonews.com, 2018). Pada 

tahun 2019 Sri Mulyani menerima 

laporan adanya nama–nama desa baru 

yang tidak memiliki penduduk, 

kehadiran desa palsu itu ternyata 

hanya untuk mendapatkan alokasi 

dana desa dari pemerintah pusat 

(sindonews.com, 2019). 

Berdasarkan isu di atas, ada 

beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap pengelolaan keuangan 

daerah diantaranya yaitu penyajian 

laporan keuangan dan aksesibilitas 

laporan keuangan. Sebagai organisasi 

yang mengelola dana masyarakat, 

organisasi sektor publik harus mampu 

memberikan pertanggungjawaban 

publik melalui laporan keuangannya. 

Penyajian informasi yang utuh dalam 

laporan keuangan akan menciptakan 

transparansi dan nantinya akan 

mewujudkan akuntabilitas 

(Nordiawan, 2010). Berdasarkan PP 

Nomor 58 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 

akuntabel dan transparan, pemerintah 

daerah wajib menyampaikan laporan   

pertanggungjawaban   berupa, 

laporan realisasi anggaran, neraca, 

laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Pertanggungjawaban itu tidak hanya 

wajib disampaikan kepada lembaga 

legislatif, tetapi juga kepada 

masyarakat sebagai pemberi mandat 

atau kekuasaan kepada pemerintah.  

Aksesibilitas (accessibility) 

laporan keuangan merupakan 

kemudahan bagi seseorang untuk 

memperoleh informasi mengenai 

laporan keuangan. Akuntabilitas yang 

efektif tergantung kepada akses 

publik terhadap laporan keuangan 

yang dapat dibaca dan dipahami 

(Mulyana, 2006). Menurut Lewier 

dan Kurniawan (2016) bahwa 

penyajian laporan keuangan daerah 

dan aksesibilitas laporan keuangan 

daerah secara individu (parsial) 

maupun secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif dan 



 
 

3 

 

signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Nurlaili (2016) penyajian 

laporan keuangan daerah, dan 

aksesibilitas laporan keuangan daerah 

secara individu (parsial) maupun 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Menurut Sande 

(2013), bahwa penyajian laporan 

keuangan daerah, dan aksesibilitas 

laporan keuangan daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Menurut Mardiasmo 

(2002.p.162) bagi organisasi 

pemerintahan, tujuan umum 

akuntansi dan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi yang 

digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial, politik, 

serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban (accountability) 

dan pengelolaan. Ketidakmampuan 

laporan keuangan dalam 

melaksanakan penggunaan informasi 

keuangan, tidak saja disebabkan 

karena laporan tahunan yang tidak 

memuat semua informasi relevan 

yang dibutuhkan para pengguna, akan 

tetapi juga karena laporan tersebut 

tidak dapat secara langsung tersedia 

dan aksesibel pada para pengguna 

potensial. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah harus meningkatkan 

aksesibilitas laporan keuangannya, 

tidak sekedar menyampaikan ke 

DPRD saja, tetapi juga menyediakan 

fasilitas kepada masyarakat secara 

luas agar laporan keuangan dapat 

diperoleh dengan mudah. 

Hasil penelitian terdahulu 

yang mengkaji mengenai pengaruh 

penyajian dan aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah 

menghasilkan temuan yang berbeda 

atau adanya GAP dari hasil 

penelitaannya. Penelitian yang 

dilakukan Sastra (2013), bahwa 

penyajian dan aksesibilitas laporan 

keuangan berpengaruh terhadap 

transparansi pengelolaan keuangan 

daerah, sedangkan aksesibilitas 

laporan keuangan tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Penelitian yang 

dilakukan Nurlaili (2016), bahwa 

penyajian laporan keuangan daerah 

dan aksesibilitas laporan keuangan 

daerah secara individu (parsial) 

maupun secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

Penelitian yang dilakukan Kurniawan 

dan Rahayu (2019), bahwa penyajian 

laporan keuangan daerah, dan 

aksesibilitas laporan keuangan daerah 

secara individu (parsial) maupun 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Berdasarkan fenomena dan 

perbedaan penelitian (GAP) yang 

telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penyajian dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah Kota Palopo”. 

Dari uraiana latar belakang 

diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan rumusan masalaha 

yang akan dibahas pada penelitian ini 

: 

1. Bagaimana pengaruh penyajian 

laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 
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keuangan pemerintah Kota 

Palopo ? 

2. Bagaimana pengaruh aksesibilitas 

laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah Kota 

Palopo ? 

3. Bagaimana pengaruh penyajian 

dan aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

pemerintah Kota Palopo ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Agency Theory 

Hubungan keagenan adalah sebuah 

kontrak dimana satu atau lebih 

(principal) menyewa orang lain 

(agent) untuk melakukan beberapa 

jasa untuk dengan mendelegasikan 

beberapa wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen (Jensen dan 

Meckling 1976 dalam Hehanussa 

2015). Permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas laporan keuangan 

sering disebabkan oleh adanya 

benturan kepentingan antara 

kepentingan manajemen dengan 

kepentingan stakeholder. Manajemen 

tidak selalu bertindak untuk 

kepentingan stakeholder, namun 

seringkali manajemen bertindak 

untuk memaksimalkan kesejahteraan 

mereka dan mengamankan posisi 

mereka tanpa memandang bahaya 

yang ditimbulkan terhadap 

stakeholder lain, misalnya karyawan, 

investor, kreditor dan masyarakat. 

Dilihat dari sudut pandang 

teori keagenan diatas, hubungan 

antara masyarakat dengan pemerintah 

daerah adalah seperti hubungan 

antara principal dan agent. 

Masyarakat adalah principal dan 

pemerintah daerah adalah agent. 

Principa memberikan wewenang 

pengaturan kepada agent dan 

memberikan sumber daya kepada 

agent (dalam bentuk pajak dan lain 

sebagainya). Pemerintah daerah 

selaku agent memiliki kewajiban 

untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya. Jadi 

sebagai wujud dari 

pertanggungjawaban atas wewenang 

yang sudah diberikan, pemerintah 

daerah harus memberikan laporan 

.pertanggungjawaban terhadap 

masyarakat. Dengan begitu 

masyarakat dapat menilai, mengukur 

dan mengawasi sampai sejauh mana 

pemerintah daerah tersebut 

mengelola sumber daya untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

Penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah 

Laporan keuangan sektor 

publik merupakan hasil dari transaksi 

yang telah dilakukan pemerintah yang 

terstruktur dalam posisi keuangan 

(Hehanussa, 2015). Oleh karena itu, 

laporan keuangan yang disajikan oleh 

pemerintah harus mengandung 

informasi yang relevan, jujur, dan 

terbuka kepada masyarakat 

(Sumiyati, 2015). Laporan keuangan 

sektor publik merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting untuk 

mewujudkan akuntabilitas sektor 

publik kepada masyarakat. 

Tujuan laporan keuangan 

menurut PP No. 71 Tahun 2010 

adalah digunakan sebagai berikut :    

1. Akuntabilitas, 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapai tujuan 
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yang telah ditetapkan secara 

periodic. 

2. Manajemen membantu para 

pengguna untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode 

pelaporan sehingga memudahkan 

fungsi perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian atas seluruh 

asset, kewajiban dan ekuitas dana 

pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. 

Berdasarkan PP Nomor 71 

Tahun 2010 karakteristik kualitatif 

laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi 

akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. Fauziyah (2017) 

mengemukakan empat karakteristik 

prasyarat normatif yang diperlukan 

agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki, yaitu relevan, andal, 

dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. 

 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Pengertian aksesibilitas 

(accessibility) dalam kamus besar 

bahasa indonesia adalah hal yang 

dapat dijadikan akses atau hal dapat 

dikaitkan. Pentingnya penerapan 

akuntansi keuangan yang baik dan 

mudahnya   masyarakat mendapatkan 

informasi tersebut sangat menentukan 

tingkat transparansi dan akuntabilitas 

keuangan daerah. Aksesibilitas 

laporan keuangan merupakan 

kemudahan bagi seseorang untuk 

memperoleh informasi mengenai 

laporan keuangan (Mulyana, 2006). 

Menurut Hehanussa (2015) 

aksesibilitas laporan keuangan adalah 

kemampuan untuk memberikan akses 

bagi stakeholder untuk mengetahui 

atau memperoleh laporan keuangan 

sebagai bagian dari partisipasi 

stakeholder. 

Mardiasmo (2002.p.174) 

menjelaskan bahwa laporan keuangan 

pemerintah merupakan hak publik 

yang harus diberikan oleh 

pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. Hak publik atas informasi 

keuangan muncul sebagai 

konsekuensi konsep 

pertanggungjawaban publik. 

Pertanggungjawaban publik 

mensyaratkan organisasi   publik   

untuk   memberikan   laporan 

keuangan sebagai bukti 

pertanggungjawaban dan pengelolaan 

(accountability dan stewardship). 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, pasal 103, 

terdapat penjelasan bahwa informasi 

yang dimuat dalam Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIKD) adalah data 

terbuka yang dapat diketahui, diakses 

dan diperoleh oleh masyarakat. 

 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah 

Mardiasmo (2010.p.20) 

menjelaskan bahwa akuntabilitas 

dapat diartikan sebagai kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktifitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya kepeda 

pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Menurut Bastian 

(2010.p.385) akuntabilitas dapat 

dimaknai sebagai kewajiban untuk 
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menyampaikan pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab, menerangkan 

kinerja, dan tindakan seseorang/ 

badan hukum/ pimpinan kolektif atau 

organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah merupakan proses 

pengelolaan keuangan daerah melalui 

kegiatan perencanaam, 

penatausahaan, pertanggungjawaban 

serta pengawasan yang benar-benar 

dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) 

terkait dengan kegagalan maupun 

keberhasilannya sebagai bahan 

evaluasi tahun berikutnya (Sande, 

2013). 

Berdasarkan PP Nomor 58 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah 

tersebut. Sedangkan pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah 

(Fauziyah, 2017). 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, sumber data 

yang digunakan data primer, yang 

diperoleh melalui alat pengumpul 

data berupa kuisioner yang diedarkan 

secara langsung. Kuisioner ini berisi 

berbagai pertanyaan dan pernyataan 

yang berkaitan dengan variabel - 

variabel yang akan diteliti dengan 

teknik penarikan sampel 

menggunakan metode simple random 

sampling. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan 

metode simple random sampling. 

Metode simple random sampling 

adalah suatu sampel yang terdiri atas 

sejumlah elemen yang dipilih secara 

acak, dimana setiap elemen atau 

anggota populasi yang memiliki 

kesempatan yang sama untuk terpilih 

menjadi sampel. Perbedaan karakter 

yang mungkin ada pada setiap unsur 

atau elemen populasi ada wanita dan 

pria, atau ada yang kaya atau yang 

miskin, ada manajer atau bukan 

manajer dan perbedaan-perbedaan 

lainnya.selama perbedaan gender, 

status kemakmuran, dan kedudukan 

dalam organisasi, serta perbedan-

perbedaan lain tersebut bukan 

merupakan sesuatu hal yang penting 

dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil penelitian, 

maka penelitian dapat mengambil 

sampel secara acak sederhana. 

Menurut Margono 

(2004.p.126) simple random 

sampling adalah teknik untuk 

mendapatkan sampel yang langsung 

dilakukan pada unit sampling. Setiap 

unit sampling sebagai unsur populasi 

yang terpencil memperoleh peluang 

yang sama untuk menjadi sampel atau 

untuk mewakili populasi. Cara 

demikian dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen. Menurut 

Kerlinger (2006.p.188) simple 

random sampling adalah metode 

penarikan dari sebuah populasi atau 
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semesta dengan cara tertentu 

sehingga setiap anggota populasi atau 

semesta tadi memiliki peluang yang 

sama untuk terpilih atau terambil. 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan skala Likert lima poin 

yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 

5); Setuju (S = 4); (N = 3); Tidak 

Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak 

Setuju (STS = 1). 

Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2010.p.117) 

menjelaskan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakterikstik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai 

BPKAD Kota Palopo yang berjumlah 

114 orang. 

 Sugiyono (2010.p.118) 

menjelaskan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang 

ada di populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. Adapun 

kriteria yang digunakan dalam 

pemelihian sampel yaitu pegawai 

BPKAD Kota Palopo yang berstatus 

ASN sebanyak 49 orang dan honorer 

sebanyak 20 orang. Jadi total sampel 

yang digunakan adalah 69 orang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Responden dalam penelitian ini 

adalah pegawai yang bekerja pada 

kantor BPKAD Kota Palopo. Pada 

penelitian ini, peneliti mendapatkan 

data melalui penyebaran kuesioner 

pada Kantor BPKAD sebanyak 69 

eksamplar dan diberikan pada 

pegawai yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Jumlah kuesioner yang 

dikembalikan dan dapat digunakan 

sebanyak  69 eksamplar, atau tingkat 

pengembalian data kuesioner 

sebanyak 100%. Adapun rincian 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian 

No  Keterangan Jumlah Kuesioner Presentase % 

1.  Distribusi Kuesioner 69 100% 

2. Kuesioner Kembali 69 100% 

3. Kuesioner Cacat/Tidak 

Kembali 

0     0% 

4. Kuesioner yang dapat 

diolah 

69 100% 
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Uji Validitas 

Pengujian validitas data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara statistik yaitu menghitung 

korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan metode produc 

moment person correlation. Data 

dinyatakan valid jika nilai r hitung yang 

merupakan nilai item dari corrected 

Item-Total Correlation > r table pada 

signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini 

disajikan validitas dari masing-

masing variabel pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 
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Tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

reliabel, karena nilai Alpha dari 

variabel total lebih besar dari 0,70, 

sehingga dapat digunakan sebagai 

alat ukur alat angket dalam penelitian 

ini. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik di atas menunjukan 

bahwa distribusi penyebaran residual 

yang normal, karena grafik tersebut 

tidak menunjukan arah yang condong 

ke kanan maupun ke kiri. Meskipun  

dalam grafik tersebut terdapat 

beberapa residual yang melenceng 

dari garis, akan tetapi jumlah tersebut 

dimaklumi karena hanya sedikit. 

Selain dari grafik di atas, uji 

normalitas data ini juga dapat dilihat 

dengan menggunakan grafik normal 

plot dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam grafik normal plot di atas 

dapat diketahui bahwa data residual 

dalam penelitian ini normal. Hal 

tersebut terjadi karena apabila 

residual berasal dari distribusi yang 

normal, maka nilai sebaran terletak 

disekitar garis lurus. Pada gambar 

grafik di atas juga terlihat bahwa 

sebaran residual yang dilambangkan 

dengan titik atau lingkaran kecil 

tersebar disekelilng garis diagonal 

dan mengikuti arahnya sehingga, 

normalitas dalam penelitian ini 

terpenuhi.

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

tersebut ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen atau 

variabel bebas. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang tidak 

terjadi korelasi diantara variabel 

independennya. Sehingga untuk 

mengetahui hal tersebut, berikut hasil 

dari uji multikolonieritas dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN .998 1.002 

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN .998 1.002 

Berdasarkan hasil dari uji 

multikolonieritas  yang dapat dilihat 

dari tabel di atas, dapat diketahui 

bahwa nilai tolerance yang dapat 

diperoleh dari masing-masing 

variabel adalah  > 0,100. Besar 

tolerance yang dimiliki oleh variabel 

tersebut adalah, variabel Penyajian 

Laporan Keuangan sebesar 0,998 dan 

variabel Aksesibilitas Laporan 

Keuangan sebesar 0,998. Sehingga 

nilai tersebut dapat memenuhi syarat 

bahwa agar tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen, maka nilai 

tolerance dari masing-masing 

variabel harus > 0,100. 

Sedangkan untuk Penyajian 

Laporan Keuangan dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan, nilai Varian 

Inflation Factor (VIF) dalam 

penelitian ini adalah 1.002. Oleh 

karena itu, nilai ini juga memenuhi 

persyaratan lain dari uji poliklonal ini, 

yaitu nilai VIF harus kurang dari 

10.000. Karena itu kita bisa 

mengambil kesimpulan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar 

variabel bebas dalam penelitian ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan 

gambar yang diperoleh dari hasil uji 

heteroskedastisitas dengan 

menggunakan grafik scatterplot. Dari 

hasil grafik diatas terlihat titik-titik 

atau lingkaran kecil yang menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0. Oleh 
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karena itu, dengan hasil yang 

demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model 

regresi dalam penelitian ini. 

Sehingga, model regresi dalam 

penelitian ini layak digunakan untuk 

memprediksi Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

menggunakan variabel 

independennya adalah Penyajian 

Laporan Keuangan dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan. 

Uji Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda, 

karena penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh Penyajian 

Laporan Keuangan (X1) dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah (Y). Hal itu 

dapat dilihat pada persamaan regresi 

linier sebagai berikut :  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 29.744 6.807  4.369 .455 

PENYAJIAN LAPORAN 

KEUANGAN 
.242 .122 .236 1.984 .002 

AKSESIBILITAS 

LAPORAN KEUANGAN 
.183 .195 .111 .938 .001 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 

𝑌 = 29.744,𝑎 + 0.242,X1+ 

0.183,X2  

Apabila variabel lain bernilai konstan 

maka nilai Y akan berubah dengan 

sendirinya sebesar nilai konstanta 

yaitu 29.744, apabila variabel lain 

bernilai konstan maka nilai Y akan 

berubah sebesar 0,242 setiap satu 

satuan X1, dan apabila variabel lain 

bernilai konstan maka nilai Y akan 

berubah sebesar 0,183 setiap satu 

satuan X2. Dengan pengambilan 

keputusan dalam uji regresi linier 

berdasarkan tabel di atas diperoleh 

nilai signifikan variabel Penyajian 

Laporan Keuangan sebesar 0.02 < 

0.05 dan variabel Aksesibilitas 

Laporan Keuangan sebesar 

0.01<0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

Penyajian Laporan Keuangan dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

 

 

Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda 
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Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan di 

atas diketahui nilai t hitung sebesar 

variabel Penyajian Laporan 

Keuangan (X1) sebesar 1.984 dan 

variabel Aksesibilitas Laporan 

Keuangan (X2) sebesar 2.836 lebih 

besar dari t tabel yaitu 1.667, dengan 

nilai signifikan sebesar 0.002 < 0.05 

untuk variabel Penyajian Laporan 

Keuangan dan 0.01 < 0.05 untuk 

variabel Aksesibilitas Laporan 

Keuangan. Sehingga variabel 

Penyajian Laporan Keuangan dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah. 

 

Uji F 

Uji F untuk menguji secara simultan 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan tingkat signifikan 

sebesar 0.05. 

 

Tabel 4.7 Uji F 

NOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.233 2 17.616 4.495 .000b 

Residual 466.014 66 7.061   

Total 501.246 68    

Berdasarkan tabel di atas, jika 

pengambilan keputusan berdasarkan 

nilai Ftabel yaitu 3.130 sedangkan nilai 

f hitung sebesar 4.495 dengan 

signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil 

dari taraf signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,00 < 

0,05). Sehingga variabel Penyajian 

dan Aksesibilitas Laporan Keuangan 

secara simultan berperngaruh 

terhadap variabel Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuagan Pemerintah. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai Koefisien 
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determinasi adalah nilai kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 dan 1. 

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .865a .735 .742 2.657 1.523 

Berdasarkan tebel koefisien 

determinasi di atas  yang ditunjukkan 

oleh Adj. R2 dari persamaan regresi 

menghasilkan nilai sebesar 0,742. Hal 

ini menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh 

variabel independen yang terdiri dari 

penyajian laporan keuangan dan 

aksesibilitas laporan keuangan 

terhadap variabel dependen 

akuntntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah adalah sebesar 74,2% 

sedangkan sisanya sebesar 25,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal 

ini mengartikan bahwa masih ada 

faktor-faktor lain yang berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah. 

 

Pembahasan 

Berikut ini pembahasan mengenai 

hasil uji penelitan yang telah 

dilakukan : 

Pengaruh Penyajian Laporan 

Keuangan Terhadap Akuntablitas 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Hipotesis pertama pada penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh penyajian laporan keuangan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah. Uji parsial (uji 

t) menunjukkan bahwa variabel 

penyajian laporan keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah pada Kantor 

BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat 

dari pengujian hipotesis dengan 

koefisien regresi sebesar 0,242 dan 

memiliki nilai signifikansi 0,002 < 

0,05. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyajian laporan keuangan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah, 

artinya apabila dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

pemerintah, maka akan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah. 

Pengaruh Aksesibilitas Laporan 

Keuangan terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah aksesibilitas 

laporan keuangan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah. Uji parsial (uji 

t) menunjukkan bahwa variabel 

aksesibilitas laporan keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah pada kantor 

BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari 

uji hipotesis, koefisien regresi sebesar 

0,183 dan nilai signifikansi 0,001 < 

0,05. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aksesibilitas laporan keuangan 



 
 

 

akan meningkatkan tanggung jawab 

pengelolaan keuangan pemerintah. 

Pengaruh Penyajian dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunujukkan bahwa 

variabel independen Penyajian 

Laporan Keuangan (X1) dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 

memiliki pengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah (Y). Nilai Ftabel yaitu 

3.130 sedangkan nilai f hitung sebesar 

4.495 dengan signifikansi sebesar 

0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 0,05 (0,000< 0,05). Sehingga 

variabel bebas penyajian laporan 

keuangan dan aksesibilitas laporan 

keuangan secara simultan 

berperngaruh terhadap variabel 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian 

dan pembahasan pengaruh penyajian 

dan aksesibilitas laporan keuangan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah dengan 

membagikan kuisioner kepada Aparat 

Sipil Negara (ASN) dan Pegawai 

Honorer Kantor BPKAD Kota 

Palopo. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel penyajian laporan 

keuangan dan aksesibilitas laporan 

keuangan memiliki pengaruh baik 

secara parsial dan simultan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah pada Kantor BPKAD 

Kota Palopo. Hal tersebut bisa dilihat 

dari Uji T dan Uji F.  

Saran 

Berdasarkan penulisan penelitian ini, 

tentu peniliti menyadari bahwa masih 

terdapat kekurangan didalamnya. 

Bagi akademik penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya yang sesuai 

dengan penelitian ini. Maka peneliti 

menyarankan bagi BPKAD Kota 

Palopo untuk lebih meningkatkan 

pengendalian dan juga pengawasan 

terhadap tugas dan fungsi kerja 

sehingga memperikan dampak 

terhadap tata kelola organisasi yang 

semakin baik. 
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